Menimbang

BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
KAWASAN INDUSTRI GULA MILIK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

a. bahwa Dberdasarkan Analisis Investasi Pemerintah

Kabupaten Malang bersama Universitas Brawijaya,
Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik
Masyarakat mengalami gangguan likuiditas atau
mengalami kebangkrutan dan tidak terdapat solusi konkrit
untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para
pemegang saham maka Perseroan Terbatas Kawasan
Industri Gula Milik Masyarakat tidak mungkin untuk
dilanjutkan;

bahwa berdasarkan Surat Inspektur Jenderal atas nama
Menteri Dalam Negeri Nomor: X.700.1.2.4/349/1J tanggal
21 Desember 2023 hal Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan
Tertentu atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik
Daerah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur,
Pemerintah Kabupaten Malang disarankan
menindaklanjuti hasil Analisis Investasi Pemerintah
Kabupaten Malang bersama Universitas Brawijaya untuk
melakukan kebijakan pembubaran Perseroan Terbatas
Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat;

bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum
terhadap pembubaran Perseroan Terbatas Kawasan
Industri Gula Milik Masyarakat dan untuk melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,
maka diperlukan pengaturan mengenai pembubaran
Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik
Masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c¢, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran
Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik
Masyarakat;
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Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali, terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERSEROAN
TERBATAS KAWASAN INDUSTRI GULA MILIK MASYARAKAT.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, Perseroan Terbatas Kawasan
Industri Gula Milik Masyarakat yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2003
tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik
Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri
Gula Milik Masyarakat dibubarkan.

Pasal 2

Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perseroan
Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Semua aset kekayaan Perseroan Terbatas Kawasan Industri
Gula Milik Masyarakat hasil likuidasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 menjadi kekayaan Daerah.

Pasal 4

Direksi, Komisaris, dan Karyawan Perseroan Terbatas
Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat diberhentikan

dengan hormat dan tidak mendapatkan pesangon.
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Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2003 tentang
Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16
Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri

Gula Milik Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 2025

BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal

2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

BUDIAR

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor Seri
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